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KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga
penyusunan. Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Tahun. 2017 ini dapat
disclesaikan. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan Dokumen
Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan
polensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis
(RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2017, dan akan menjadi pedoman bagi
seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan
untuk Tahun 2017,

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu
kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.
Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) akan
sangal bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung
leribat  dalam  penyelenggaraan  Pengawasar Pemerintahan, termasuk
cetersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhimya

kami berharap semoga Rencana Kerja ( Renja ) ini dapat bermanfaat, khususnya

bagi Inspektorat.

Temanggung, 10 Juni 2016

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. CUK SUGIYARSO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

i




DAFTAR ISl

TR 1 UURUROMUORN = .
LARLARAN VERIEIEABE ..o oisiivssscissisnssscisasssoussans i
KATA PENGANTAR. ....ooooreerrereseeesissssssstisisssasssiesiisissinsisbsssmsssci sssssasise

D AETAR IS ooriiiisiosiossossessesssassesprssssessasassssssssesssessmssatsssssissssiassss

BAR|  © PENDAHULUAN. ...ocvocovmivriessisssssseesssssmsssssamssssssssssssssisssesss

BAB 1l

BAB il

BTAYE SN

1.1 Latar BelaKanG.....ccoiiiiiimmemmmmemmisisimmsesss

1.2 Landasan HUKUM. ..o

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan............ccoviminisninninn
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN
BEBELUMNYAL o ccmmiim by s s iams s avsmsangss

91  Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun

Sebelumnya dan Capaian Renstra Inspektorat............

2.2  Analisis Kinerja Inspektorat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan

94 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.............

95  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTORAT TAHUN 2015....ccccviinsrieranesimnninrisssanienss

11 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.7  Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

12
13
14

14

22
33

49

56

56

57

59
65



BAB |

PENDAHULUAN

L4

Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Inspektorat ini merupakan suatu
operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2013-2018 Inspekiorat Kabl
Temanggung, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rent
Kerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Apéral
Inspektoral dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang felah
direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain
iu dengan disusunnya Rencana Kerja diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi
sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana
telah tercantum dalam Rencana Stratgels, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi
| penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu

ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1, Latar Belakang
Rencana Kerja Tahun 2017 Inspektorat ini merupakan proses

penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana
Strategis Inspektorat periode 2013-2018. Adapun hasil dari proses ini adalah
berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat. Perencanaan kinerja ini
merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang
akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang
akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat
capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja

. rangks pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.



Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai
upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 menentukan target yang realistis. Oleh
karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Prldgram dan Kegiatan
yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang
lelah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut
langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian
largel, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki
maupun yang diperlukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
lahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
lemanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang
HPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
fahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Fembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
lemanggung, mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja
SKPD) yang merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang
disvasyaralkan  untuk  mengarahkan  program  dan  kegiatan pelayanan

<hususnya dan  pembangunan tahunan daerah pada umumnya




Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem
perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit
organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan
masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkat yang lebin atas.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa  setiap
dacrah  harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
\erarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yang meliputl perencanaan jangka panjang, menengah maupun
iahunan. Untuk seliap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD). Sebagaimana pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga
mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SPKD,
yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada
RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah | RKPD ) Kabupaten
Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
pczr}yusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan  melalui  penyelenggaraan Musrenbang  tahunan  yang
disclenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD. Sesuai
amanat tersebut maka Inspektorat pada Tahun 2017 ini menyusun Rancangan
121 NJA yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun Yyang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud

‘al tani upava penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi,



kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat.

Rancangan Renja Inspektorat disusun dengan tahapan dan

serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1 Pengolahan data dan informasi;
pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rancangan Renja

_Inspektorat mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi

kinerja dan permasalahan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek :

a Kondisi, Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat;

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;

¢ Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra
Inspektorat;

d  Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Inspektorat;

e. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.

2. . Analisis gambaran Inspektorat.

| angkah-langkah untuk menganalisa kinerja Inspektorat adalah :

4 Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja
Inspektorat sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.

b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis
kebutuhan, pada setiap jenis indikator;

¢. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam
Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun

rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;




3.

d.

Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan
perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah
disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;

Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun
rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan
dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun

rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat.

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu

berdasarkan Renstra Inspektorat.

Review hasil evaluasi mencakup :

d.

e,

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
yang direncanakan,

Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
yang direncanakan,

Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program atau kegiatan tersebut;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Inspektorat dan kinerja Inspektorat;

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang periu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Inspektorat dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a.

dentifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja

program,



b. FEvaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun
sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap

i

target kinerja Renstra Inspektorat;
¢. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan

dengan capaian kinerja program Renstra Inspektorat dan pencapaian Visi
dan misi kepala daerah;

d  Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja Renstra Inspektorat sampai dengan tahun
berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu kegiatannya dan
bagaimana strategi untuk mencapal keberhasilan dari pelaksanaannya.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat  tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu-isu penting yang

_dimaksud mencakup :

a. Sejauhmana tingkat kinerja Inspektorat;

b Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Inspektorat;

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian
program nasional, seperti PMPRB dan SPIP;

¢ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;

e, Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prionitas tahun yang di rencanakan,

o
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Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok
ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah :

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam

rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan
yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.

¢ Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD

menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan
relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk
nemecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspekloral dalam pembangunan daerah.

Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat

‘enyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan
penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari
pengolahan datafinformas, analisis dan perumusan program atau kegiatan

4alam beniuk sebuah dokumen.




9,

Telaahan Kebijakan Nasional.

Telaahan kebijakan nasional yang periu dicermati adalah prioritas dan
sasaran pembangunan na_s,ianal untuk tahun rencana yang terkait dengan
pembangunan daerah kabupaten, seperti Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Penyempurnaan Rancangan Renja Inspektorat.

Penyempurnaan Rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah
mendapatkan masukan dari Tim Penyusun Renja Inspektorat yang telah
disinergikan dengan musrenbang RKPD Kabupaten.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil
pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum
SKPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan

yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

1,2. Landasan Hukum
L andasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2015

adalah sebagai berikut :
(8

]

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945;

Undang-undang ‘Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
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13.

14,

15.

16

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana felah beberapa kali diubah terakhir dengan {Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah  Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi,
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



20.

21.

22

23.

24.

25

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenfrasi dan

Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusuhan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, ~dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Temanggung;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang

“ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2005-2025,
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung,
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua




Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
98, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahtin 2011 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
97 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2013-2018.

1.3, Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai

pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan

dacrah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok

ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2017

adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan tugas pengawasan
Tahun 2017 secara umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan sesual
dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun
waktu 1 tahun yaitu Tahun 2017;

7 Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing
program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2017,

Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan

kegiatan Inspektorat Tahun 2017,

11




5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat

Tahun 2017.

1.4. Sistematikq Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 201? disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan
BAB Il  Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun sebelumnya
BAB Il Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017

BABR IV Penutup




BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN 2015

i

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015
Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2017, diperlukan adanya
ovaluasi atas pelaksanaan Renja untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi
lerhadap capaian Renja di Tahun 2013, 2014 dan 2015 serta evaluasi terhadap
proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2016.
Fyaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja
Inspektoral sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target di
Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Inspektorat Tahun
2013-2018.
Dengan melakukan avaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun
sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang ada, yaitu :

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan,
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasillkeluaran

yang direncanakan,
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan,
Iaktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan,
implikasi yang timbul lerhadap target capaian program Renstra Inspektorat;

(xdrf
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6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Renja Inspektorat Tahun 2017 merupakan tahun keempat penjabaran

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan
lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan
juga merupakan penjabaran tahun ketiga Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018.

Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan
penetapan target di masing-masing RPJMD adalah dengan melakukan konversi
hasil capaian target Renja Inspektorat Tahun 2013, 2014 dan tahun 2015
kedalam satuan yang digunakan pada Renja Tahun 2017. Konversi dan
penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-
kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2013, 2014 dan 2015. Dengan melakukan
konversi dan penyesuaian kegiatan maka review atau telaahan atas hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Inspektorat tahun  sebelumnya dan realisasi Renstra
Inspektorat dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Inspeklorat dan/atau realisasi APBD. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana

disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.1.

Rekzpitulas Eveluasi Hasll Pelaksanaan Renja Irspexicrac gan

Pencanalan Renstra Inspekiorat sid Tahun

2015

LR

Kabupaten Temanggung

| |5

T | Realisas) < T Perkirzan Realisasi Cagaian
| Tame:di | ~amet dan Reaksasi Kineria Program Tamet Rensira SKPD sid tahun
. TagetAkhe | nera | dan Keglatan Tahun 2014 Targel 2013
LAkhE | Al
| Kinerja g-'a?: 1 PIOQIAMN oo =
Jrusan/Bidang Urusan Peme rintahan Daerah Dan Programl | Indikator Kinera Program [ouicomes) Capaian | ’ﬁin i | dan Reziisasi Tinghkat
Weglatan iatzn Joutpul Pre G : iatan o i
e | Kegiaten {outpuly ,;:';?_Ir:; | Heluaran anget ! Realisasi Tingkat k?gaﬁkﬁ Capaian g:g?&:i
\SKFD' | “egiatan | Renm | Renja Reah 216 Program  dan | Tamet
! =i de SkPD | SKPD sa5i %) Kegiat an sid ta | o E‘Estm ot
ngan Ta- hun 2013 tahun 2016
—-= han 2013
1 ) 2 3 4 5 & 7 B={7/6) 9 10={5+7+9) 11=(10/4}
| Ctonomi Daerah, Pemerintah
ari Limum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1. | Program Peningkatan Profesio nalisme Tenaga Peme Fr.nsant ase Pena nganan Hasil Te 0% 93,75 % 0% T211% T2 % B0% ]
| riksa dan Aparatur Pengawasan muan Pemerik saan l
T3 . Prlaksanaan pengawasan infemal secara herkala Terselsnggaranya kegiatan program 675 135 135 135 100 % 135
Kerja Pe ngawasan Tahunan
h
|t | Pangelolaan LP2P dan LHKPH Terselengoaranya kegiatan 30.000 5.500 £.000 6.000 100 % £.000
- pemyusunan LF2P dan LHKF N
= | Pengendaian WMana jamen pe taksanaan Kebijakan KOH Tersalenggaranya kegiatan Bintek dan 40 - ] ] 100 % ]
I. pemben tukan Sabyas SPIP
d | Pelaksanaan LAR WASDA/ penyelesai an tindak Terselenggara nya kegi atan Gelar 2800 768 800 500 100 % B25
[ anjut Peng awasan Daerah! penyele o
salan tindak lanjut
: | Pengadaan, Pengolahan SIMWASDA dan Unit Terselenggara nya pengadaan 1gan 12 1 7 - 1
Pengendalian Resiko Simwasda dan tersedianya data
pengawasan yang akurat dan
| | akuntabel |
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2

| P

n

£ | 7 4 9 | io =1
Sarirglaiar SUTOET d2ya anaralur pengawas T Tenaksananya peningkatan SIM | 18 2 4] 4 100% | 4 | .
meialul Bintek, sosialisasi dan | i [ | [
p g L . pelatihan . ! | ] :
3. Seriaar Argsa 4recit dan Sertifikasi JFA Tersele nggara nya peni laizn - 55 2 1 | " o | 1! I
SRR . angka kred't dan Sertifika sl JFA | | - |
7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan | |
3 A Sistem dan Prosedur Pengawasan | | , |
a  =enyusunar Laporan Capaian Kinerja dan lkhiisar Terselenggara nya kegialan Eva Ii a0 . | 16 | 16 | 100% 16
realsasi Kirena SKPD luasi LAKIP SKPD | | | \
© Seview CoLeLTER perencanaan, penganggaran dan Tersele nggara nya kegi atan | a0 B | B & | 100% ]
petaporan pendam pingan Review Laporan | | |
| Keuang an, review REA dan
| | [ | Evaluasi Lakip : |
{ | | || Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tersedianya dokumen obyek 50 dan 16 T0dand | Wodand | 10dand | 100% | 10dan 4
|| | | [PKPT) dan koordinasl pengawasan pemeriksaan dan koordinasi \ \
E [ | pengawasan antar APIP :
_If | | 9| Peniaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tesselengaranya kegialan 240 48 48 48 | 100 % 46
' L | Fenilaian Mandin Pelaksanaan |
- == Feformasi Birakrasi .
' | 'I | 3 i Program Pelayanan Administrasi Perkan toran Prosanlase angga ran Pena la \
i T usaha an SKPD terhadap total be
- [ | anja langsung SKPD dalam
I 1 (| 1 1{satu) tahun |
' ["a | Penyediaan jasa surat menyurat Tersele nggara nya pela yanan Bl 12 12 12 ) 100% 12
[ | | | jasa per alatan dan per lengkap an
[ | I | kantor I
i . II b '. Fenyediazn jasa Per alatan dan perlengkapan kantor | Tersele nggara nya pela yanan 1] 12 12 2 | 100% 12
||| [ | jasa pera latan dan perleng kapan =
bl | I | | kanfor |
[ ] | II = | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinnan kenda | Tersele nggara nya jasa B 12 12 12 o | 12
| raan dinas | operasional pemelinaraan dan perijinan
L) I = kendara an dinas/ operasi onal
- i id | Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersele nggara nya jasa B 2 12 12| 100% 12
Ll L pemelinaraan ke bersihan kantor |

F ¥l




i) v ek Ry b o L

2 3 £ B g 10 11
8 “etyecizzr alel iulis <gmior Terseie ngQara ~ya pe nyacizan N &1 2 *2 2 % 2
sgotunan ATK
Farye aan barang ce'adEn tar perg gandaan Tersele nggara nya pe nyediazsn 1 it i 12 2 100% 12
2 barang cetakan dan penggandaan _ |
Penyediaar kompo nen instalast [sirk | penerangan | Tersele nggara nya pe nyediaan BO 12 1 12 o | 12
gargunan kantar kompo nen insta fasi listrik bangun i
an kanter | i i
=, | Peryediaan peralat an ruman tangga | Tersele nogara mya pe nyediaan | G0 12 12 12 100% 12
peralatan rumah tangoa | ‘
Senyediaan bahan bacaan can perundang - " Tersele nggara nya pe nyeciaan | D 12 12 12 | 100% 12
JrEangan | bahan bacgan dan per ungang- |
< B i | undangan | i
| | Panyedizan makan an dan minuman Tersele nggara nya pe nyediaan | Bl 12 12 12 100% 12
| ' kebutuh  anmakan an _ dan
£l L minuman
b | k.| Rapal - rapat koor dinasi dan Konsultasi Keluar Tersele nggara nya kon sullasi & il 12 12 12 100% 12
| | ! Dzarah koor d ke BPKP & Inspekio rat
| 1 . prov .
|| | 1| Rapat - rapat kaordinas: dan Konsultasi Dalam Tersele nggara nya koor dinas il 12 12 12 100% | 12
| | Daerah dan pe nyalesal an lugas
| ["~.-|_| Jasa pelayanan per kantoran Tersale nggara nya pe nyelesa a0 12 12 12 100% | 12
[ | an fugas diluar jam dinas
- !
| 1 | Penyusurian Doku men Peren canaan dan Pelaporan | Tersusunnya doku men pe 25 z =
| | | SKFD rencana an pem bangun an dag
| | rah dan pelapar an ( Renja | PK,
[ | Lakip, LPFD, Dala base pelapo
b an)
| [ o | Pengadaan perengkapan gedung kanar Terlaksananya pengadaan per 25 4 5 5 100% §
| | | lengkap an Ge dung kantor
] | f. | Pengadaan pakaian khusus han - hari ferenty Terlaksananya pe ngadaan ] 3 i3 32
1 | pakaian khusus har-hari fertentu
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Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun
2015 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang
tercantum pada Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka
program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam

beberapa klasifikasi sebagai berikut :
1. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 dan Tahun 2014 untuk semua

program/kegiatan telah memenuhi target kinerja , sedangkan tahun 2015
lerdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu :
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
e  Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
. Program Penihgkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
s Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
9. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, yaitu
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
s Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
s Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
s Kegiatan _Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas / operasional -
¢ Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
s Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
« Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
s Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan peralat an rumah tangga

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan pertindang — undangan

4l

Keaiatan Penyediaan makanan dan minuman
4 ¥
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e

e Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
e Kegiatan Jasa pelayanan perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

« Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

* Ke{;iatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapén kantor
e Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

Program Penataan dan-Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan .

s Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

s Pendampingan Review Laporan Keuangan

« Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

» Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
(JFA)

= Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRE)

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

s Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

« Pengelolaan LP2P dan LHKPN

e Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
« larwasda/Penyelesaian Tindak Lanjut

« Pengolahan Data Simwasda
Program Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan
¢ Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
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3

3}

‘Realisasi Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan,

—— Nihil -~

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

a. Kenaikan indek harga satuan barang;

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada;

implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat :

a. Target capaian menjadi lidak dapat dicapai karena dukungan alokasi
anggaran yang tidak bisa dipergunakan disebabkan sesseuai dengan
standarisasi harga untuk kegiatan rapat-rapat dalam daerah tidak boleh
double anggaran untuk biaya kegiatan pengawasan, dan

b, Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
dikarenakan terdapat kegiatan yang membutuhkan pendampingan antara
lain dari BPKP Perwakilan dan Kemenpan RB, sedangkan kegiatan
tersebut jadwal pelaksanaannya seringkali bersamaan dengan kegiatan
Kabupaten yang lainnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

‘mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. :

a. Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampal dengan tahun
berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun selanjutnya
dengan didukung SDM dan alokasi anggaran yang mencukupi;

b. Diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber/pendampingan
BPKP Perwakilan Provinsi ataupun narasumber yang terkait dengan
bidang pengawasan agar jadwal kegiatan dapat terlaksana sesual dengan

kalender kegialan pengawasan
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2.2

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Inspektorat
Kabupaten ~Temanggung mengambil kebijakan pembangunan untuk
menanggulang penyalahgunaan kewenangan dan bentuk praktek-praktek
KKN yarfg meliputi - .
a. Kebijakan Internal

1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan

)
3). Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif di SKPD

7). Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

4). Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder pengawasan

b. Kebijakan Eksternal
1) Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen

hasil pengawasan masyarakat

2). Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung

3). Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Provinsi
dan Apip lainnya.

4). Meningkatkan koﬁrdinasi dengan SKPD di tingkat Kabupaten

Analisis Kinerja Inspektorat
Inspektorat sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kall
ierakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunarn Naerah, Inspekiorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
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[emanggung, yang mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas
pengawasan  terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan  alas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten
Temanggung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang di pimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh
Inspektur Pembantu Wilayah 1, II. lll. IV bersama Kelompok Jabatan Fungsional
untuk melakukan pelaksanaan pengawasan, —secard administrasi perkantoran
dibantu oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian
Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan serta Subbagian Administrasi
dan Umum. Selanjutnya untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang
mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan  tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan, maka
pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dengan fitik berat pada
upaya yang sungguh-sungguh dalam penanggulangan KKN, sehingga tercipta
tata pemerintahan yang mampu menjadi public goods and public service sesuai
dengan harapan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana Peraturan Bupatl Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Temanggung, Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten
[emanggung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
ormerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sedangkan

v sebagal berikul |
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Perencanaan Program Pengawasan ;

a.
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
c. Pemeriksaan,  pengusutan, pengujian  dan penilaian tugas

pengawasan
d Evaluasi‘dan pelaporan bidang pengawasan ;
e. Penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat dan |
[ Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari .
5. 1 (satu) orang Inspektur ( eselon |1 b).
b. 1 (satu) orang Sekretaris ( eselon Ill &) yang membawahi 3 orang Sub
Bagian, yaitu :
_ Sub Bagian Perencanaan eselon 1V a)
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ( eselon IV a)
_ Sub Bagian Administrasi dan Umum ( eselon IV a)
c. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah ( eselon lll a), adalah :
Inspektur Pembantu Wilayah |
- Inspektur Pembantu Wilayah Il
- Inspektur Pembantu Wilayah I
~ Inspektur Pembantu Wilayah IV
d. 10 ( sepuluh) orang Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari :
1). 2 ( dua ) orang sebagal Auditor Muda
3). 3 (tiga ) orang sebagal Auditor Pertama
4). 4 ( empat ) orang sebagai Auditor Penyelia
5). 1 ( satu ) orang sebagai Auditor Terampil

¢ 10 (sepuluh ) orang staf.




Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas dapat

digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

GAMBAR BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

¢ Inspe@/T {

‘ Sekretariat

—
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Perencanaan Evaluasi dan pdminisirasi &

Pelaporan Umum

Kelompok Inspektur

Inspekiur Inspekiur

Inspektur

Jabatan Pembantu Pembaniu Pembantu Pembantu
Fungsional Wilayah | Wilayah | Wilayah Il Wilayah [V

l! l

Untuk menjala

L

nkan tugas dan fungsi Inspektorat maka dibutuhkan

dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang

memadal. Kondisi sumber day
Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :
Tabel

Kondisi Sumber Daya Manusia
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2015

4 manusia dan sarana prasarana yang ada di

NO URAIAN
Kondisi pegawai berdasarkan:
Kualifikasi Pendidikan
a. SD 1 orang
| b. SMP 1 orang
a | c. SMA 5 orang
' | 4. Sarjana Muda (D-1If) , 3 orang
e. S-1danD- IV , 8 orang |
. &2 | 13 orang | :
Jumlah _ . 31 orang . ]
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dengan kuantitas sumber daya
dari sisi kualitas maka sudah dapat dik

41 % personil di Inspektorat telah berp

| Jahatan

a. Goll
b. Gol ll
c. Gollll
d. Gol W‘

- e ——

~ Jumlah

a. Eselon li

b. Eselon Il
c. Eselon IV
d. Eselon V
e. Jabatan Fungsional

Jurﬂ@

1 Jenis Kelamin

a. Laki-laki
b. Perempuan

o Jumah

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa
manusia yang mencukupi, walaupun jika dilinat

atakan mencukupi dimana diketahui bahwa

Adapun dukungan sarana dan

f. Jabatan Fungsional Umum __

1 orang
9 orang
13 orang
8 orang

31 orang

I By

1 orang

5 orang

3 orang

10 orang
12 orang
31 orang

18 orang
13 oran

31 oran

Inspektorat belum didukung

endidikan S2.
prasarana yang ada di Inspektorat dapat

digambarkan melalui tabel berikut :
Tabel

Kondisi Sarana dan Prasarana

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2015

| No Jenis Sarpras____ [ Jumiah | Satuan eterangan
PR e TR
| Gedung .8 _ 4 gedung Nihil |
Alat-alal angkutan 1 buah Baik ',
23 | buah Baik |

| Alat-alat perkantoran | ) bomm | &




Sarpras lainnya (untuk selain 4 kategori diatas)

at-alat studio jan
| komunikdsi
b. Tﬁuku-buku referensi/
4£ELPET_3*EE“_ o
| c l_E_k.ﬁ_l.r_@@Lla_hf_ﬂ_ =
| d. [Assetlainnya
na dan prasarana penunjang tersebu
as pokok dan fungsi

Ketersediaan sara t diatas dirasakan

belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan g

Inspektoral.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didu
erupakan salah satu kunci

kung oleh ketersediaan

prasarand penunjang tersebut diatas m

target kinerja Inspektorat
alam Renja Inspektorat Tahun

ggrana dan

pokok bagi pencapaian
Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018 maupun did

baik yang tertuang dalarrf\x

ZUNY.

Indikator kinerja Inspektorat pada periode Renstra 0014-2018 adalah

sesual dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada
RPJMD Kabupaten Temanggung Tanun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja
Program Inspektorat beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 24.

berikut :
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Tabel

Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

| h . |
Targe! Kinerja
Indikeator Satuan =
Kondisi

Program fi

: Kinerja Dagral Targel ba o1

C efaDasrah | Tagel | oo, | ag15 | 2016 2017 | 2018 | Ak
2018

i L 3 4 5 6 7 87 3 10
&5 70 75 8O a5 [

o =

1| Program Perencanaan Prosense " Temuan
Pambangunan Dasrah Penangan Hasl
| Temuan

7. | Program Pelayanan Pemariksaant

i Administrasi Perkantaran
3, | Program Poningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor

4. | Program Penalaan dan f
Penyempurnaan Kebijakan l

Sistem dan Prosedur
Pengawasan

b | Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pameriksa dan Aparatur
Pengawasan

s |

Sumber - RPMD Kabupaten Temanggung Tatiun 2013-2018

Indikator kinerja Program Inspektorat sebagaimana tersebut pada tabel
diatas selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam kinerja Inspektorat sesuai
dengan target yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018.
Adapun indikator pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2008-2013 dapat dilihat

pada Tabel 2.5. berikut :
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Tabel 2.2.

Pencapalan Kinerja Inspekior

at Kabupaten Temanggung

| |
P T i Wonery iz : n Provass| -
__._.:,fw.,._ “?'i-f JJH,HE :Esta::ar i argel Kinerz R'_.ea.&as.l:a:laua .YE"H _l iz?_ta.,.
Srocearm) dan oikaiet Kegatan Masionalh = - = % iEis
! it 20 | 2014 ; L 2012 . 043 204 2015 | |
] 3 4 5 5| 7 I. B g | 1 5 12 II 13
1, Prosentase Penanganan Hasil - | T | 5% . | 0% 5% |
Temuan Pemerksaan 1\ | ) I : | |
T a | Terisksaranya program kefia 130 135 | 135 | 135 [ 13 | 135 135 | 38 \
| peng awasan can hasd lapoman
b pemerksaan | | |
[ | Terwujudnya aparatur yang £.000 BOO0 | fo00 | G000 5.500 \ 5000 £.000 ] 6.000 I
| | bersih dan berwibawa g | |
|T- | Tarhantuknya Saigas SPIF dan - B g | B : I B ] B l
RTP (Renca na Tindak Pe \ \
|| ogendalian)
T d | Temeknggaranya kegiatan 5000 500 - | 625 675
| | Gelar Pengawagan Daerah dan
| Penyelasaian Tindak Lanji |
[ & | Tarselenggaranya daia hasil - 12 12 ' ) 12 12
| pengawasan yana akunizbel |
| a | Teraksananya kegiatan 20 16 16 | 16 16 16
| | EvaluasiLAKIP SKPO .
[ b ] Terakzznanya Review Lagorar 8 8 B g B | 8 B B
. Keuangan SKPD sesuai SAP _
| £ | Tarselenggaranya kegiatan P 2 1 4 ] | 4 4 4
_l' | Pefatihan Kantor Sandin
d | Taraksanarya kenafkan 12 1 1 12 12 | 12 K 12
| | pangkat Auditor i
& | Teraksananya pemenksaan 10 10 10 10 10 10 10 10
Lagual program kera |
| | pEnOEwWaSAN | J
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i i ! = B ] 7 B i 0 i L] 3
T “mmee-ggaranys kegiatan Jen aan | ! | 48 48 48 4f g
are Dgigisanean Refor mas | | [ '
Jieskras| | | | | =
Terselenggaranya jasa sl l 12 o | 1 12 7 | A2 12 12 |
mEnyurat | L
Tersmenggaranya jasa peraiat an | 12 12 12 12 2 | M 12 12 '
_fan periengkagan kantor , |
| Temelsngoeranya jas 12 12 12 17 T | " 12 12
pemaliharaan dan perjnan =
wencaraan dinas | operasicnal | |
T | Teraalenggaranya jasa pemelinaraan | | -I 12 12 12 12 12 12 12 12 [
| heparsihan kantor I | | ) | |
| Tersedianya it tulis kanior ' l 12 7| 12 12 Tl 2 12 iz |
[ Temedanya barang celakan dan | 12 1z 12 12 2 | 12 12 12 |
| penggandaan 1 | _{
| Tersedianya komganen instatasl 12 12 12 12 12 12 12 12
| listikbangunan kantor
b II Tersedianya peraiatan rumah tangga 12 12 12 12 12 12 12 12
~ | Tersedianya bahan bacaan dan 12 12 12 12 12 12 1 12
perndang-undangan
| Terpenuhinya makan & minum 12 12 12 12 12 12 1 12
I peaawa, rapat dan famu
Tercukupinya korsul tasi dan 12 12 12 12 12 12 12 12
| hoordinasi ke BPKP dan Inspek toral
—_— pn:nll
' Tersaergaranya koardinasi dan | " 12 12 12 12 12 iZ 12
| penyelesaian lugas i
| Terseknuaranya kegial an lugas 12 12 12 12 12 12 12 2
| diuar pm kantor
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Dari tabel di atas diketahui bahwa pencapaian Kinerja Inspektorat

Kabupaten Temanggung dari Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaarn

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan didukung dengan kegiatan secara

finci dijabarkan dalam target kinerja, realisasi dan proyeksi pencapaian kinerja

yang akan dicapal.

Selanjutnya capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2008-2015 sebagai berikut :

TABEL
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggungd Tahun 2008-2015
g | | | T N Trgakanl |
V| vahun | LHP | qomuan | Rek Selesa | DalamProses | _ Belum
B e it Jumiah| % Jumiah | % Jumiah| %
12008 | 123 | 450 a0 [0 | 100 | 0 0 1
> 19008 | 151 | 786 [ 785 | 782 > o6 | 0 | L3 L
3 | o0t0 | 113 | 632 | 632 630 | o968 | 1 | 016 1 1 0.16
4 | 2011 {130 | 899 |89 878 | 9766 | 2 0.22 | 19 *:1.11_J
5 |20z | 110 | 775 776 | 676 | 1419 [ b4 | 826 [136 17.65 |
5 |2013 [ 125 | 1025 |1 -o7 | 6898 | 286 | 028 | 41 040
7 {2014 [ 111 | 820 | G634 | 48 | 059 | 226 27,80
g 2015 [ 176 | 1254 s | oa7 | 7652 | 27 | &1 280 | 22,33
TABEL
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasnl Pemeriksaan BPK/I nspektorat Provinsi Tahun 2008-2015
o PR _
| | “Jumlan [ TindakLanjut
|| No | Tahun _T ) T - —Gelesa |  Dalam Proses Belum
mi ___________ I —
| Qe ’ Jumlah_l_ % Jumiah | % Jumlah %
|1 2008 11 |22 _Ei__L 00 _Q__T_T_'__D_’_ 0
iz 2009 is'_q'za___za_ ﬁn__'_ﬁ__T_F___T 0 _|
3 | 2010 50 | W | 10 + tﬁ_"_n__j_ﬂ 0 0
|4 | 201 | 28 & |_ 5 % _l__a_ 'i__ﬁ__ _T}_'_—F__|
ol |2 (@ | & | wE_| 2 T3 | &l |
| 6 | 2013 Lo A | | 988 | q ':"'3711'—|_|j_—|__lﬁ_' |
W | 14 B | & T 1 | 0 l il
T |
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TABEL
Rekapitulasi Kerugian Negara / Daerah
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2015

© ' Kerugian Negara / Daerah
Mo Tahun | Ditarik [ Sisa N
Nilai . —
i Rp % " Rp %
|1 | 2008 |  37.845.571 37.845.571| 100 - 0
2 | 2009 50,760,983 50.760.983) 100 - 0
3 | 2000 |  37.791.714 37.054.667| 98.05 737.047| 195 |
4 | 2011 55213.565|  53.881.136| 97.59 1332.429| 241 |
s 2012 | 43102174 30.972.728| 71.86 12.129.446| 28.14
& | 2013 T 34.661.500| 34.661.500 100 - TR
;| 2014 | 7.507.469 6.880.197 91,64 627.272| 83,56
8 | 2015 | 53.848.374 50.560.874) 93,89 3.287.500| 6,11
TABEL

Rekapitulasi Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012

- Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah ]
Mo Tahun Nilai Disetor Sisa
S| Rp 1 % Rp % |
1 | 2008 | 1,110,000 1,110,000 100 . 0|
> | 2009 | 22,477,225 21,498,725 | 95.65 978,500 4.35 |
y | 2000 | 6,853,800 6,853,800 0 |
4 | 2011 11,079,000 11,079,000 0
5 | 2012 0* 0 0 0 g __ |
6 | 2013 35.291.379 28.716.885 81,37 6.574.502 18.62
7 | 2014 34.145.977 26.653.208 78,06 6.278.359 18,39 |
8 | 2015 | 45.139.953 28.055.320 62,15 17.084.633 37,85

“Berdasarkan PermenPAN dan RE Nomor 42 Tahun 2011, mulal tahun 2012 tidak digunakan

lagi pengelompokan Kewajiban Setor Temuan Hasil Perneriksaan .

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

n isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Temanggung memuat

program-program
target kinerja.

Berdasarka

siralegi  dan arah kebijakan pembangunan ~ daerah,

pembangunan daerah yang harus disertai dengan penetapan
Dari isuisu strategi RPJMD tersebut didalamnya termasuk pelaksanaan
wasan pengendalian intern yailu Pemberantasan

pembangunan dan sistem penge
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Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tuntutan perwujudan good and clean

governance yang semakin kuat.

Oleh karena itu semua aspek yang berkaitan deng
an perarn dan fungsinya,

an pengendalian dan

pengawasan’pelaksanaan pembangunan periu dioptimalk

vaitu -
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Inspektorat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar Urusan

Pemerintah, Pemerintah dapat :

2. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah; atau

c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau
pemerintahan desa befdasarkan asas tugas pembantuan.

Mengacu pada penjelasan di atas, yang mana Pemerintah Pusat dapat

menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya (asas dekonsentrasi),

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah (asas desentralisasi), maupun menugaskan sebagian urusan

kepada pemerintahan daerah (asas tugas pembantuan), maka diperlukan

sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sinergi dapat diwujudkan antara lain dengan penyamaan pemahaman

khususnya terkait dengan program dan kegiatan pengawasan yang tertuang

dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014

dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018

dan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.




‘Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan
otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerirftahan  umum, khususnya terkait ~dengan * penyelenggaraan
dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan
perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program
dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang cukup positif.
Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam
rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah
dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun
antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan
penguatan pola hubungan' koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini
telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya
kerjasama  pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi
perekonomian  daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang

maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
- SKPD.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan
kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibainya terjadi interaksi dari

berbagai unsur seperti politik, ekonomi. sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungarn strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan
kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga
oengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-
sermasalahan  dan  |uga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan

semerintahan daerah. Salah satu diantaranyd yang sangat menaonjol adalah
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meningkatkan  kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan
masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi
penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan oleh masyarakat dan berbagal
pihak terfasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merupakan
kontrol kepada Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan
- adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
menuntut  aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan yang efektif,
efisien, dan mengutarriakan kepuasan  publik di semua fingkat
penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparatur pengawas, sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri

bahwa tugas pembinaan dan pengawasan ke depan akan semakin berat.

Untuk itu berdasarkan analisis kondisi saat ini dan proyeksi ke depan baik
internal maupun eksternal telah diidentifikasi dari berbagai aspek maka akan
" perdampak/ berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam pencapaian visi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk 5 tahun

kedepan, yaitu -

a. Perubahan sistem pemerintah daerah,

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan,

¢. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Temanggung;

d. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten,

¢. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip  tata pemerintahan yang good
governance,

Pergeseran paradigma pengawasan APIP,

Cad
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Qecara lebih rinci grand issues tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

d.

Perubahan sistem pemerintah daerah

Dengan telah dilantiknya Bupati Temanggung perlc-de Tahun 2013-2018
terdapat Pergantian kepemlmpman daerah, yang secara tidak langsung
membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang
didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang harus
disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat sehingga terjadi

keselarasan antara visi misi Pemerintah Kabupaten dengan Inspektorat

Kabupaten Temanggung.

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan

Terbitnya Peraturan Pemerintan Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan
prinsip transparansi yakni menjadi lebih transparan, bertanggung
jawab, dan berorientasi pada pelayanan m masyarakat dengan sebaik-
baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh
SKPD. Hal ini tentunya juga membawa implikasi terhadap Inspektorat
yang sampai dengan sekarang tuntutan dari publik atas hasil-hasil

pengawasan inspektorat;
Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Temanggung.
Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah

daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah
Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Temangaung mendapatkan opini WTP maka ini
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i

menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah

Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima

tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu

perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran

Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu

laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan

optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten

Temanggung.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang  hasil pemeriksaan

oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih

belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi

Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan

tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

yaitu -

1) Pasal 47 ayal {j) - Menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

2) Pasal 47 ayal (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:
« pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara,

dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP.
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e. Tuniutan penerapan prinsip-prinsip  tata pemerintahan  yang good
governance,
Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan
akunfabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan
dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya
birokrasi dan menjadi pemicu munculnya bebagai penyimpangan-
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada
birokrasi;

. Pergeseran paradigma pengawasan APIP
Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari

paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan
orientasi dan peran yang lebih berorientasi  untuk memberikan kepuasan
kepada SKPD sebagai mitra audit (customer safisfaction). Inspektorat
selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun
harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder yang ditandai dengan
adanya perubahan peran paradigma APIP sebagal conceling partner dan
quality assurance untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang

transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas

akuntabilitas kinerja.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
" program nasionalfinternasional.
kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang

dapat berpengaruh terhadap pencapain Visi misi organisasi yaitu terdiri atas

kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut



Analisis Kondisi Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam

organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri
. : yaitu Inspektorat Kabupaten ~Temanggung. Lingkungan internal
i B dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan

{weaknesses} sehagaimana tabel dibawah ini:

| Aspek ‘Kekuatan
____ﬁ.__——____(,_'__StrmifﬁéL——
.__._1____%;;:1_;;—._. R e
1. Sistem/kebijakan Sistem perencanaan 1. Kinerja pemeriksaan yang masih
pengawasan yang sudah rendah ditandai dengan produktivitas
terpadu antar APIP melalui hasil pengawasan dan keterlambatan
| Rakor Penyusunan PKPT, penerbitan LHP;

2 Belum adanya sistem pengendalian
terhadap mutu dan kualitas hasll
pengawasan.

3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut

belum lerintegrasi secara
menyeluruh,
| A Proses bisnis pengawasan yang
belum dilaksanakan secara akuntabel
dan profesional baik secara prosedur,
i (P 1 - ﬂaian_stan_darisasi pengawasan. |
Adanya kerjasama yang baik | SOTK yang belum mengarah pada

2 | Kelembagaan
antara Inspektorat Propinsi, spesifikasi bidang urusan pemerintahan;
BPKP terutama untuk
kegiatan diklat pengawasan
dan sinergi pengawasan.
Lo — ____._____._.—-——'—_._._._____-—-—-—'_'_—
3 | Sumber Daya Kualitas Sumber Daya 1 Terbatasnya kuaiitas dan kuanfitas
Manusia Manusia (SDM) aparatur tenaga Pengawas, baik fungsional
pengawas yang dimiliki dilihat (PFA) maupun non fungsional
dari tingkat pendidikan formal | 2. Masih adanya perilaku tenaga
telah mencukupi pemeriksa yang belum
mencerminkan kode efik dan norma
S T T+ RS audit yang berlaku. .
4 | Lingkungan 1. Dukungan Inspekiur Kurangnya sarana dan prasarana
Strategis K.ab. Temanggung
dalam penguatan peran
[ Inspektoral;

9 Keberadaan Teknologi

[ Informasi (T1 ) dalam
rangka kegiatan |

pengawasan
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2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar

organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu
sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung. Lingkungan eksternal
dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (npponunfﬁésj dan tantangan

(threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

= g ~ Peluang
ek | et
e LomTh g _1_ T = r :2 % X A ~
Sistem/kebijakan | 1. Komitmen unsur pimpinan daerah {Bupati, | 1. Keinginan dari
Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan stakeholders  bahwa
pemerintahan yang balk dan mendukung Inspekioral selaku
penyusunan Laporan Keuangan APIP dapat menjadi
Pemerintah Daerah sesuai Standar mitra untuk
Akuntansi Pemerintah (SAP), memberikan  solusi
bagi permasalahan di
Unit Kerjanyz;
7 Terbitnya Undang-Undang Momor 32 2. Upaya
Tahun 2004 tentang Pemerintahan memperiahankan opini
Daerah dan Terbitnya Peraturan BPK “Wajar Tanpa
Perundang-Undangan tentang Penguatan Pengecualian’,

peran Inspektoral dalam Pengawasar, Inspekioral periu
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 berperan lebih optimal
Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dalam melaksanakan
dan kinerja Instansi Pemerintah, ugas Reviu alas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Laporan Keuangan.

Tahun 2008 tentang SPIP dan
Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan

_ Pemerintah Daerah.

3 Terbilnya Undang-undang Nomor 28

Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari

KEN
3 Kelembagaan T Tuniulan penguatan peran Inspektorat | 3 Pola Pembinaan P2UPD

sebagal quality assurance dalam dari Kementerian Dalam
berbagai peran dan fungsi SKPD di Negeri belum jelas. -
K.abupaten Temanggung. 4. Belum adanya regulasi

| 9 Tuntutan peran Inspektorat dalam yang mengalur secara

| berbagal fungsi sebagal institusl khusus spesifikasi dan
pelaksana pengawasan, termasuk jenis pengawasan

| mengemban amanat sebagal mitra Inspektoral

| audit oleh Institusi pusat danprovinsl. | ——
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"3 Sumber Daya Ada peluang menambah tenaga pemeriksa

PNS yang bekerja di

pengawasan ' di  SKPD Kabupaten

Manusia atau  personil
Inspektoral
. — b e
4  Lingkungan i Keberadaan mitra seperti Inspektoral
Slrategis Provinsi, BPK dan BPKP atas hasil

Jumiah  dan - keﬂj.akan
tambahan lenaga pemeriksa
tergantung  dari kebijakan

Pemerintah K.ahupaten
(Badan Kepegawaian
Daerah)

- gL ,_"- B —
Kepercayaan dari L5M

1

maupun elemen
masyarakat terhadap
eksistensi Inspektorat

Temanggung;

Kabupaten, karena
dianggap tidak mampu
menemukan
penyimpangan-
penyimpangan
keuangan Negara/

[ S———— Daerah,

2. Adanya aduan masyarakat tentang 2. Tuntutan publik atas
berbagal lindak penyimpangan PHS transparansi hasil
kepada Inspekioral Kahupaten pengawasan Inspektorat
Temangaung. Kabupaten

2 Tuntutan SKPD {erhadap
peran Inspektorat
Kabupaten sebagal
penjamin muti;

4 Semakin bertambahnya
permasalanan yang
dihadapi cleh SKPD
Kabupaten yang
ditangani oleh Aparat
Penegak Hukum;

§  Kecenderungan semakin
bertambahnya kasus
yang berkembang ke
ranah hukum.

R MRt

4. Tantangan dan Peluang Pe_ngembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat daerah yang sekaligus merupakan bagian dari

sistem pemerintahan daerah, berkewajiban menjamin terselenggaranya

emerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi yang
tujuan

sistem p

adalah  mendorong perwujudan pencapaian

diinginkan
penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yaitu :

4 Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
baik,
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b. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
c. Pemeliharaan hubungan yang serasi ( bersinergi ) bersinergi antare Pusat
dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara

I

Kesatuan Republik Indonesia.

Guna terselenggaranya sistem dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan

_pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan

daerah termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien
serta berhasil guna. Dengan demikian, kedepan sistem pengawasan
mempunyai peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan
sistem  pemerintahan daerah  utamanya untuk  mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik. Strategis karena pengawasan merupakan cermin
terwujudnya prinsip-prinsip  karakteristik good govemance dan clean

goverment.

Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berubah secara

- dinamis maka fenomena yang muncul dan pada akhirnya akan melahirkan

paradigma baru dalam pengawasan yaitu dari paradigma pengawasan masa

alu yang sering diberi istilah ‘wafchdog” karena dilakukan dengan
pendekatan birokrasi, orientasi menghukum, instruktif, kurang memberi
solusi, kurang memberi kesempatan auditan untuk menjelaskan sesuatu,
bergeser ke arah paradigma katalis dan ‘“counseling partner yang
dilaksanakan dengan pola koordinatif, partisipatif, konsultatif, memberi solusi
atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.
Kondisi yang akan datang, paradigmanya adalah “counseling partner dan
guality assurance” yang dilaksanakan dengan pola pembinaan dan
nengawasan untuk menghantar unit kerja (SKPD) dalam rangka peningkatan

produktivitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.

47



- a1 11 i - . Lora M 3 g o y
A T P i e B e A
—— _umﬂnii-}.n'ib:lhﬂ.m. il

'pengawasan yaitu Pembinaan dan Penga

ke depan penyelenggaraan sistem
r utama dalam sistem

Dari uraian-uraian di atas, proyeksi
pengawasan setidaknya harus ada dua unsu
wasan yang bertujuan untuk
mewujudkén efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan :penyelenggaraan
serta mewujudkan sistem pemerintahan  yang baik
dalamnya keandalan pelaporan keuangan,

pemerintahan daerah
(good governance), termasuk di

pengamanan aset negard dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin
akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-
kebocoran dan  penyimpangan atau  penyalahgunaan
n barang milik daerah, untuk itu perlu terbinanya

pemborosan,

wewenang, tenaga, uang da
aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara umum terdapat 4 (empat) faktor kunci keberhasilan Inspektorat dalam

menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, yaitu :
2. Mandat Penguatan Peran Inspektorat
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak
mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan
peran Inspektorat tertuang

terlepas dari
perundang-undangan. Salah satu penguatan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

dan Pengawésan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan

hahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat

Kabupaten yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

urusan  Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan,
Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sebagai SKPD yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang pengawasan pengawasan periu ditindaklanjuti
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oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat
dilaksanakan sesual amanat yang diemban. Secara umum mandat yang

diterima Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan meliputi

e m—— e
No|  DasarHukum. i Kewenangan
1 e— _2______________3________
| 1 | Peraturan Pemerintah Pengawasan terhadap :
| Nomor 79 Tahun 2005 a pelaksanaan urusan

tentang Pedoman pemerintahan didaerah
|| Pembinaan dan Kabupaten/Kota;

Pengawasan b pelaksanaan pembinaan atas

| Penyelenggaraan penyelenggaraan
| pemerintah Daerah pemerintahantahan desa; dan
| ¢ pelaksanaan urusan

WL ——— ___p_emerintahan desa (Ps.26) |
2 | Peraturan Pemerintah | APIP pada Kementerian

Nomor & Tahun 2006 | Negara/lembagal pemerintah daerah
| Tentang Pelaporan melakukan reviu  atas laporan

Keuangan dan Kinerja | keuangan dan kinerja dalam rangka
| Instansi Pemerintah meyakinkan keandalan informasi

| yang disajikan sebelum disampaikan
oleh menteri/pimpinan
| | I_embaga!gubernur!bupatif walikota
| kpd pihak-pihak berwenang. (pasal
v |33 ayat3).

ﬁ Peraturan Pemerintah | Inspektorat sebagai sekretariat Tim
. Nomor 6 Tahun 2008 Evaluasi Penyelenggaraan
| tentang Pedoman Evaluasi | Pemerintah Daerah (Ps. 13)
| Penyelenggaraan
o Pemerintah Daerah |
- | I |
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Peraturan Pemerintah | a. Pengawasan intern  meliputi:

Nomor 60 Tahun 2008 audit, revid, evaluasi,

tentang SPIP pemantauan, dan kegiatan

‘ pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2)

b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP
di  lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

c. Inspektorat Provinsi melakukan
reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah  provinsi
sebelum disampaikan Gubernur
kepada BPK (Ps. 57 ayat 2).

e

—

L |

g

5 | Peraturan Pemerintah | a. Mendorong percepatan
Nomor 81 Tahun 2010 pemerintahan yang bersih dan
tentang  Grand Design | bebas KKN (pasal 2)
Reformasi Birokrasi b. Fasilitasi L.LHKPN ke

T v ar— Kabupaten/Kota
6 | Peraturan Presiden Nomor Monitoring dan evaluasi atas aksi
55 Tahun 2012 tentang pencegahanfpemberantasan korupsi

Strateg Nasional | yang dilakukan setiap SKPD

Pencegahan dan
Pemberantasan  Korupsi
Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-
. S e eSS

e S S . ..
e b e i S e s i | i
i o
sl 3 -

b Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan kepemerintahan dari

tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan

| menjadi tata kelola pemerintahan  yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah.

Perubahan penyelenggaraan kepemerintahan tersebut diharapkan dapat
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memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik
maupun kinerja pemerintah. Komitmen pemerintah tersebut diikuti
dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,
dan Unc;ang—undang Nomor 15 Tahun 2004) supayg p;engelo!aan
keuangan negara/daeran akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
serla Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian
dari Good Governance periu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui
(1) menindaklanjut setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih
opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan

requlasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan

peran Inspektorat.

¢. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam
membentuk para pengawas yang memiliki integritas dan profesionalisme
dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada
sisi kualitas namun juga sis| kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa
dengan rekruitmen tenaga PFA, sedang untuk meningkatkan kualitas
aparal pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelengaraan
bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk
mengikuti  kegiatan seminar/lokakarya  yang bertujuan  untuk

meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan
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Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada
kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah
pentingnya adalah peningkatan ~ kualitas moral aparat pengawas
sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan setal;!u mendasarkan
pada etika dan standar pemeriksaan |
d. Koordinasi dan 5in&fgisita's pengawasan antar APIP

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian
Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan
tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. Koordinasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut
antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat
Jenderal Kementerian, Inspektorat Provins, dan Kabupaten/Kota) selama
ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian

visi misi Inspektorat. Dalam hal ini. Inspektorat Kabupaten Temanggung

setiap tahunnya telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Kabupaten
Temanggung Yyangd merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan

kegiatan pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan
pengawasan antar APIP. baik dengan Inspektorat Provinsi maupun
Inpektorat Kabupaten/Kota. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah
dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi),
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Audit
Program Kependidikan), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
(Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakal Perdesaan dan

Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan).
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5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah
tata pemerintahan yang bersin dan berwibawa,
untuk menuntaskan

daerah guha mewujudkan
maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan

pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek

KKN, yaitu :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat pengawasar,
b. Peningkatan sarana dan prasarand pendukung pengawasan,
¢. Peningkatan pengawasan yang efektif;

d. Peningkatan koordinasi pengawasan antar APIP;

e. Membudayakan SPIP di SKPD;
i Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Review terhadap rancangan awal RKPD 2017

1.

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan

membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan,
an di rancangan

Proses perbandingan
lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediak

. awal RKPD.

Alasan mengenai proses tersebut dilakukan
memiliki Rencana Kerja (Renja) SPKD,

stra SKPD dan mengacu pada

Setiap SKPD wajib membuat dan
yang disusun dengan berpedoman pada Ren

RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
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3. Penjelasan tentang proses dan catatan penting.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya
dengart  memperhatikan  seluruh aspirasi  pemangku  kepentingan
pembangunan  melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan Yyang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD.

4. Rancangan awal RKPD Tabel
Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana

tabel 2.4. berikut :
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Tabel 24.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PKPD TAHUN 2016
KABUPATEN TEMANGCGUNG

‘ez S¥PD | Inspekiorat Kabupaten Temanggung

= T =
. SANCANGAN AWAL AKPD | HASIL ANALISIS KEBUTLIHAN . Catatan
) ! H b 1 ﬂ | &
Broqram  Kegiatan | Lokas! |eikatnr Kinera S;E::n PEQL::éI';IhBH Program | Kegkiten Lokasl Indikator Kirarja CT:FE; | Kmu;;ap:l Bana |  Peniing
2 '| 3 3 5 B 7 ! 8 3 10 1 12
= I : Program dan |
kegiatan sudah
=ty | EBSUS dengan
Frogram Pemingkatan Prosaniase B % i Prosentase 85 % Renstra Inspek
Profesonalsme Tenaga Penanganan Hasil | Penanganan Hasil sarat dan
Pamensa dan Aparatur Temuan Temuan Rancangan Awal
Pengawasan Pemerksaan Pemeriksaan RKPD Tahun
|3 | Pelaksaraan pengawasan Kab Temanggung | Tedaksana nya 135 746472000 | Pelaksanaan ¥ab Temangqung | Terlaksana nya 135 T
| infarnal zacara beckala program kera pengawasan internal program kerja
| pengawasan dan secara barkala peng awasan dan
hasil laporan hasil laporan
| pemeriksaa pemernksaan
B I Pengeltiaan LP2P dan Kab Temanggung | Tenwujudnys 6.000 30.000.000 | Pengeicta an LPZP dan | Kab Temanggung | Terwujdnya £.000 30,000.000
| LHEPN aparatur yang LHEPN aparatur yang
| bersih dan bersih dan
beraitawa berwibawa
z i' Pengendalian Managmen Kab.Temanggung | Terbentukmya ] 50000000 | Pengendalian Manaie | KabTemanggung | Terbentuk nya ] 50,000,000
pelaksanaan Kebfakan KOH Satgas SPIP dan men pelak sanaan Satgas SPIP dan
| RTP (Renca na Kebigakan KCH RTF (Renca na
Tinciak Pengen faniaentis
| dafian) ngendafian) g
d | LARWAS D& & Koordings ¥.ab.Temanggung | Terselenggaranya 625 50000000 | LARWAS DA & Koor Kah Temanggung | Terselengga g 0] 50.000.000
| Panyesaian Tindak Lanjt keglatan Gelar dinagi Pe nyelasaian rakannya kegiatan
Pengawasan Tindak Lanjut Gelar Peng
| Daerah dan awasan Dasrah
| Penyelesaian dan Penyelesal an
| Tindak Lanjut Tiredak Lanjul
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Z 3 L R ] ! 7 ' B | E] 70 11 ! 12
S T _ | | i | |
e Jennogran cal S mwesaa 4ab Temanggung | Terselenggaranya [ 12 1£.000.000 | Pengolahan data [ KapTemcrgausg | Terselengga 12 15.700.000 |
data hasil pang | Simwasca waryadamrasi | i
awasan yang | SErg BWESEN
) o akuniabal | | | yang ekuriabel
i, Frogram Penataan dan ! . ' I |
Panyempurnazn Kebijakan | | i | '
Sistem dan prosedur ' | [
_ Pengawasan i l { | ]
B FEAYLSURETLEeRN i KapTemanggung | Teraksamanyz | %6 : 0000000 | Penyusun an Laporzn | WabTemanggung | Teriaksana rya ™ 40.000.000
{ , kegiatan Evaluasi | | Capaian Kineriadan | kegistan Evahuasi
| LAKIP SKFD lkffisar rea lisas: Kiner | LAKIP SKRD
: | ja SKPD |
b [ ¥ab Temanggung | Tedaksananya . ] { 36300000 | Pendampingan l ¥abTemangourg | Teriaksana nya ] 6,300,000
Review Laporan ] Review Laporan Raview Laporan
| Keuangan SKFD Kauangan | Ky angan SKPD
N B | sasuai SAP [ | sesual AP
t Frlaksanaan Peiatihan [ KazbTemanggurg | Terselenggaranya | 4 40,000,000 | Pelaksana an Pelath ¥ah Temanggung | Terselendga 4 4.000.000
¥anior Sandir (PES) keqgiatan Pelatin an Kanior Sendin rakannya ke
| an K.antor Sendin [FKS) giaten Pelatih an
o B Kantor Sendiri
d | Ponlaian Angka Kradit dan Kab Temanggung | Teraksana mya 1 33000.000 | Penilaian Angka Kre kan Temanggung | Teraksana nya -~ 1" 33.000.000
| Jerifikaz JFA kenaikan pangkat dit dan Sarti flkasi JFA kenaikan panghat
P! S Auditor Auditor
[ e | Penyusunan Program Kera | Kab Temanggung | Tedaksanannya 10 A0.000.000 | Penyusun an Program | Kab.Temanggung | Terlaksanan nya 10 30.000.000
Pangawazan Tahunan pemenksaan Kerja Peng awasan pemerik 5aan
[ [FRFT) sE5UA1 program Tahunan (PKPT) SESUE| program
il : | kerja pengawasan kerja pengawasan
| 1| Pendzian WMandir Pelaksana | Kab.Temanggung | Terselenggaranya A8 T5.000.000 | Penikaian Mandiri ¥ab Temangguag | Tersslengga 43 TE5.000.000
an Relormas Birokrasi kegiatan Penilaan Pelaksana an Refor rakannya ke
| Mandiri Pelaksa measi Biro krazi qgiatan Penila &n
naan Refor masi Mandiri
| Birckrasi Pelaksanaan
Fefar masi
|__ [ Birokra kragi
' B Program Pelayanan
| 3 | Program Pelayanan Administrasi
| Administrasi perkantoran perkantoran -
74 Penyediaan @asasural | Kab Temanggung “Terselenggaranya 12 1376000 | Penyedman jasa sural | Kab.Temanggung | Tersekengga 12 4,325.000
| | menyurat jasa surat menyurat ranya jasa surat
| | manyurat menyurat

51

A e =T




2 3 [ 5 g | 7 B | 9 10 k| | 12
Jupeniaan jase “at Temanggung | Temselenggaranya 12 5000000 Penyedia an jasa KabTemamggung | Terselenggarerya 12 5000000 |
Fezalar sar | jgsa peralatan dan I Paralatan dan jasa perala: a dan |
GRECEN B | Derfengkapan kantor Lerlanpranan i parlang <amarn |
_ - | | | | vanior i
“mryendan jasa “@p Temanggung | Temelenggaranys | 12 &5.000.000 i Penyediaan jasa Fab. Temanggung ‘ Terselenggaranya 12 55.000.000
semeiharmen dan |aza pemealiharaan . pemeliharaan dan j&sa pemeliharzan |
cenmen kendaraan dan perjmnan | periiinan kendasan dan perijinan |
pEragionEl kendaraan dinas |/ dinas{ cperasional hendaraan dinas( |
cperasional [ operasional 2
Sanyediagn iasa 4ab Temanggung | Terselenggaranya 12 1650000 | Penyeda an jasa Kab Temanggung | Terselengga ranya 12 1.650.000
vebersinan kanior jasa pemelihara an | kebersihan kantor jasa pemefihara an
bl . kebersihan kanior kebersih an kantor
7 Pehyeiganalaliue | #ab Temanggurg | Tersedianya alal 12 16500000 | Penyediz an alt tulis Kab. Temanggung Tersedianya  alat 12 18.500.000
fulis kantor kantor {ulis-kantor
- I
L Penyedaan barang Hab Temanggung | Tersedianya barang 12 12000000 | Penyedia an barang Kab. Temanggung Tersadianya barang 12 13.000.000
calakan dan peng cetakan dan cetakan dan pang czlakan dan
| _l_ _ Gannzan penggandaan gandaan pengaandaan
12 00,000 K.ab. Temanggung 12 &00.000
| 4 Panyediaan kompo kab Temanggung | Tersedianya  kom Penyedia an kompo nen Tersedianya
e instatasi lisink | panen instalasi insta lasi listrik | komponen  instalasi
penarangan bangun listrik/bangunan PEnerang an bangun an listrik/bangunan
| an Kanior kanbor kantor kantor
| h Penyedizan peralatan | Kab Temanggung | Tersedianya  pe 12 550000 | Penyediaanperataian | Kab.Temanggung | Tersedianga 12 550,000
fumah tangoa alatan umah mumah tangoa peralalan rumah
[ _L tangga lanaga
[ Panyediaan bahan Hab.Temanggung | Tersedianya bahan 12 2.500.000 | Penyedia an bahan Kab.Temanggung Tersedianya hahan 12 2.500.000
| bacaan dan per bacaan dan bacaan dan per undang bacaan dan
undang - undangan penundang- - undangan perndang-
undangan undangan
| Penyadiaan makann | ¥ab Temanggung | Tempenuhinga 12 14.517.800 | Penyedia anmakanan | Kab.Temanggung Terpenuhi nya 12 14.517 800
dan minuman makan & minum dan minyman makan & minum
pegawai, rapat dan peawai, rapal dan
tamu _ . famu
|k Rapal- rapat koer Kab. Temanggung | Tercukupinya 12 70.000.000 | Rapat- rapat koor #.ab, Temanggung Tescukupi nya 12 70.000.000
dinas dan Konsultasi konsultasi dan dinasi dan Konsulta s konsul fasi dan -
Keluar Castah koordinasi ka BPKP Kehar Daerah koordinasi ke BPKP
dan Inspek torat dan Inspek farat
Prov Prav
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] - 5 -
ryr g T S EERETPEE TN CT m R— .

Z 3 I 4 ! 5 - B 7 B 'I g | 10 ' | 12
i ] /|
Wap remangoung | Terselanggaranya | 12 | 3261500 | Rapal- apst Kak Temanggung | Terseleng ' 12 i 3.261.500 |
keornasigan | | woordinasi can garanya | .
seryeesaEn ¥pnayta 8 Saiar koordinasi gan | ' |
fugas Ciaeran i penye lesaian | |
) i tugas | | |
Jasa gelgyanan per Fah Temanggung | Terselenggaranyd 12 10003400 | Jesa pela yenan per ¥ab Temanggung | Terselengga [ 12 | 10 893400 |
kantoran | | kegiatan tugas | | | kantoran | ] ranya kegiatan | |
| | diluarjam kantor | i | . tuges diluar iam I |
: : | i Yaniod '
. | | i i Ii l = ! !
Fanyusunan Dosumen | KabTemanggueg | Tersusunnya doku | B | 1.000.000 | Penyusun an | KabTemanggung | Tersusun nya 5 | 1.000.00G |
Patencanaandan | | MEen perencanaan | Dokumen Pe rencana | daku men peren |
Petaporan SKPD I pembangunan | andan Pelapo ran Canaan pem | |
| daaran dan | | | BKPD bangunan dagran |
| peaporan | | tian pelaporan
| | Fenja. PK, LAKIP, | | Renja, PK, |
LPPD, Data base | LAKIP, LPPD,
| | pelaporan) \ [rata base
Pl o | : i : pelaporan)
0 Pengadsanperieng | FabTemanggung | Terlaksananya 5 0000000 | Pengadaan Kap Temangqung | Teraksana 6 £0.000.000
kapan gedung kantor | pengadazn perlengiapan gedung nya pengada
perengkapan kantar an perieng .
gﬂduﬂ; kankat kapan ggdung
kantar
1P Pangadaan paksan Wab Temanggung | Tersedianya a2 I Pengadaan pakaian ¥ap.Temanggung | Tersedianya a2 B.000 000
khusus hari - ha ] pengadaan khusus hari - han pengadaan
frenil pakaian khusus terteni pakaian khusus
l hari-rari fertanh hari-han tartentu [
Temanggung, uni 2018
INSHERTUR

KABUPATE

Ir. CUK SUGIYARSO, MSI
=+ Pembina Utama Muda
195580913 198903 1 002
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2.5,

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program kegiatan yang diusulkan Inspektorat tidak berkaitan secara langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat., namun demikian terdapat sinergitas

dilaksanakan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

kegiatan yang
i

¢
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3.3

BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT TAHUN 2017

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-

2014, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 13 (tiga belas) Program
Strategik Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program Strategik yang terkait
langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Program ini

merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam

Negeri dan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan

mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau

kompositnya (impact). Quatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja
program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan

setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian  indikator kinerja yang telah ditetapkan ~ merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018.

Ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang

mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 — 2018, telah ditetapkan Indikator

Kincrja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenain ukuran



keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode
masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian inhdikator outcome
program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode

RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Program Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah

Prosentasi  penanganan hasil pemeriksaan , yang diukur dengan jumlah
penanganan temuan dibagi jumlah temuan kali 100% , dan dihitung berdasarkan
temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada obyek pemeriksaan di

wilayah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Yyang hendak dicapai
| dalam periode 2013-2018 adalah :
! 1." Meningkatnya kapasitas aparal pengawasan internal pemerintah daerah
yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai :
a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas
b. Meningkatnya jumiah SDM Apaatur pengawas sesual kualifikasi teknis

yang dibutuhkan.
c. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan

56



=N

Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.

Sasaran yang akan dicapai :

a. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan
dadrah melalui pengawasan rutin dan berkala. <

b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan
akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.

¢. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang
lebih efektif.

d. Terselenggaranya pengawasan tematik

e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP

lainnya.

Sasaran yang akan dicapai :

4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP
lainnya.

b. Meningkatnyra sinergi.antar APIP.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem

Pencegahan Korupsi.

Sasaran yang akan dicapai

a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD

b. Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif

Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa pemerintah.

Terselenggaranya zona integritas

s
T
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3.3. Program dan Kegiatan
a. . Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan.
Program, pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten

Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur

Pengawasan
- 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur
Pengawasan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

« Jumlah program dan kegiatan, sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

b. Kegiatan Pengelolaan LP2P dan LHKPN

c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

d. Kegiatan Gelar Pengawasan dan Koordinasi Penyelesaian Tindak
Lanjut

e. Kegiatan Pengolahan DataSimwasda.
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2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

a.

=

a o

e.

f.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD ;
Pendampingan Review Laporan Keuangan

Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran !

d.

b.

C.

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas / operasional
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan peralat an rumah tangga
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan Rapat - rapat koordina si dan Konsultasi Ke luar Daerah
Kegiatan Rapat - rapat koordina si dan Konsultasi dalam Daerah
Kegiatan Jasa pelayanan per kantoran
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
SKPD
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
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« Pendanaan Indikatif
Pendanaan  indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018
berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam
RPJMD kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 - 2018 dengan

] etap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

‘i Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut :

"No | Tahun Anggaran T Alokasi Anggaran Inspektorat
- - S S ) B
1 2012 897.406.800
5T 2013 | 1154219800
3| 2014 ———122919%500
T 201 | 1159491100
il I ST g
5 2016 1.219.404.000
Il i |

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut :

i ,

Mo | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran Inspektorat
TN A== __(Rp) i

1 2014 1.384.996.555

51 | 1506.184.940 . i
e e
T @i | 8023
5 | 2018 _—___ﬂiﬁ_tﬁtﬁﬁ?__]
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c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan telah sesuai
ikatif maupun kombinasi keduanya.

dengan rancangan awal RKPD,

baik jenis program/kegiatan, pagu ind

d. Tabel rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016, sebagai berikut :

i
E
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SHPD: INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2047
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Rencana Tahur 2047 | Kinerja Anggaran Tahun 2015
<rmanidarg Urusen . Alokasi | ;
} #rmenniahan Daerh, dar Indikator Kinerja Programiegiatan Rencana | Anggarann -~ o ¥ Prakiraan I.i.;
Program Kegiatan Lokasi inddator | 12P% | Sapan P Sumber | Tahun 2016 Alokasi Realieast Rencana 2613
Kineria Kinerja Intikeanif Dana |
e e e . 1 | [
- i 1 i 4 5 5 7 B g 10 | 11 12 13 |
| B_E_LEHJA LANGEUNG ——
| A | PERENCANAANPEMBANGUNAN !
| 1 | Pemyusunan Ookumen | Tersedianya dokumen perencanaan | Kab. Temanggung 5 5 Cokumen 1.500.000 DAt 1.500 000 SB6.000 983025 | 9979 % 2,000,020
| Perencanaan dan Elapomn | pelaporan S¥PD (Renja  RKA, i
SKPD OFA REPA<DPPA LAKIP, LPPD) i
4 T OTONGMI DAEREH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
A Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pangawasan
[ Pelaksanaan  pengawasan | Tersedanya  l@poran | hasi [ Kab. Temanggung 135 135 LHP 527900000 | DAY | 446428000 411 762,000 390497 350 | 0483 % 803 555 563
[ ritemal secara berkaka pengawasan _
I | Pengelolaan LPZ®, LHKASN | Tersslenggaranya kegiatan | Hab, Temanggung 6,000 £.000 lambar 45.000.000 Call 32.470.000 30.432.000 29.328.500 | 96,37 % 46,585 000
dan LHKPH penyusunan LPZP, LHKASN dan
A LHKPN
{3 | Pengendalian  Wanajemen | Terselenggaranya Bintek dan Kab, Temanggung B B SKPD GOO0C.000 | DaU 50.600.000 43,069,000 360255095 | B365% 59 835,000
_ pelaksanaan Kebliakan KOH | pembentukan Salgas SFIP SKPD
1 Pelaksanaan  LARWASDA | Terselenggaranya Kegiatan Galar Kab. Temanggung 625 625 Termuzn 75000000 Al 47 405 000 70.495.000 TOB3.366 | 0942% 39,930.000
i Bunyelesaian Tindak Lanjut Pengawazan Daerah dan
Loy Penyslesalan Tindak Lanjut
| & | Pengolahan Simwasda dan | Tersedianya data pengawasan yang | Kab. Temanggung 12 12 bulan 100000000 | DAU 12,450,000 10.672.900 0875500 | 9206 % 0
J_l.!I_‘JI_T__m_J.ng&hdalan Resika akurai dan akuntabel A
G| Peninghatan  sumber daya | Teraksananya peningkatan SOM | Kab, Temanggung 4 4 kall 100000000 | DAL §1320.000 50501 500 4655 580 | 9706 % ]
| aparaiur pesgawas melals Bintek, Sosilisasi dan !
[ L Palatitan ]
[ 7 I Fergelotadn Jabaman dudior | Tedaksananya pengelolaan JFA Kab. Temangaung 1 1" orang 75.000.000 DAl 4,220,000 40676200 ITET0043 | 8310 % o
(— ]
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i

3 i | 5 8 i 7 B g |I 0 | it 12 |I 3 ! 7
3 Program Penziazc can Penyempurnazn Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan |
P . R |
o FReYLELTET gaorar Terlaksananya xegiatan Evaluasi ! kab, L 16 Unit Kerjal | 21 GOnLD oAJ | TBSR0.000 | 16.806.000 “ERADOTE | O24T % | £6,553.000
Cagalsr  4=e-@ gcar LAKIPSEPD | Temarggung 1 SKPD | !
<TISAT PR GEE ATHET3 | i |
_ 5XPD | || | = i
2 Rpview Ogeures | Terselenggaranya kegiatan | Kkab. [ B B | UnitKera | B5.000 C0C DAl £3.010.000 30.255.000 26271900 | BEBZ% 53.240.000
Parencaras", sendampingan dan review laparan | Temanggung | | SKPD |
Sprganggares gar  kpuangan, review RKA, Evaluasi | | | | :
____ Pelapomn LEIP | 1 __Fi
3 Banyusuman  feogram | Tersedianya dokumen obyek | Kab. | 10 10 Dokuman 100,000,000 DALl 08 843 000 a5 BE0.000 05696338 | 9843°% 47 BIB00C |
KEfja Pengawasan | pemeriksaan dan koordinasi Temanggung {
fahunan (PKBRT] <an | pengawasanantar ARIP Kahb, { 4 Kegiatan
Epprdinas Pengiwasan | Temangeung ]
_ ! . | ;
4 Benilaian “iandiri | Terselenggaranya kegialan Kah., Lt 48 Dinkurmen 25.000.000 DAl 20.955.000 25.718.800 ZAEDR 722 | 35,68 % 158 BRO.COG |
| | Pelaksanaar  Feformasi | Penjiaan Mandin Pelaksanaan Temanggung \ l
| Birokram feformasi Birpkrasi | | e i
I © | Program Pelayanan Administrasi perkantoran !
I3 | Peryedaan @ suial | Tersedianya kebutuhan Kantor [ ¥ab. 2 iz bulan 7400000 | DAL 3100000 2,500 000 7199604 | 9999 % BTHAE |
| menyurat yang memerlukan benda-benda Temanggung |.
pos |
h Penyediaan jasa | Tersedlanya jasa service Kab. iz 12 butan 5,500,000 DAl &7 603.000 £1.693.000 56666580 | 9156 % Taes.0n |
pemeliharaan dan | kemdarazn dinas, penggantian Temanggung |
| perijman kendaraan | suku cadang BEM dan STHE |
- dinas [ operasional |
| 1| Penyedian jasa | Tersedianya kebutuhan alat Kab. 12 12 bulan 2.000.000 DAl 2.000.000 1.993 000 1756445 | 8791 % 2415765
|- i_?-i'lj_'l{:f‘_i"hﬂl'l- Kantor kebersihan Temanggung
| 4 | Peayediaan alat tulis Tersedianya  kebutuhan alat tulis Kab. 12 12 bulan 20000000 | DAY 18.960.000 17.426.000 17333500 | 9947 % 22542535
_J kanter kantor Temanggung
| 5 | Penyediman tarang | Tersedwanya barang cetakan, foto Kab. 12 2 bulan 16000000 | DAU 16,000 000 14.320.000 14288825 | 99.79% 25,768,160
| | celakan dan | copy dan penggandaan Temanggung
B pl-nggdnda_?n
G, | Penyediaan  kemponen | Tersedianya kebutuhan komponen kab. 12 12 bulan 1000000 | DAL 1.000.000 GA2.000 £57.500 | 9641 % arg 460
imstalas listrk /| instalasi listrik dan penerangan Temangeung
peneranpan  hangunan | bangunan kanter i
kantur af
I_'}.—I- Punyedigan  peralatan | Tersedianya kebutuhan peralatan Kab 12 12 bulan 1500000 | DAl 1,500,000 12008 1205500 | 9834 % 798600
L | rumiah Langga rumah tangga Temanggung | ;
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] 3 4 5 6 T 8 e i | il 13 | R
S .
4 Panvedian- maha=  Tersedlanyz refergrsi bahan Kak, 12 12 bulan 3000000 | Cau 3.000.000 2400500 | 2268000 | 9450% |r 2928.200
bacap~ ge- Pgeaturar  bacaar €an serumdang-undangan Temanggung
pA7LAEANE - wodangan I | | !
g PEmyen FE~  Ta4ara~  Tersegianya 4ezutunan makan & Kab. 12 "12 Sulan 50000000 | DAL 2000.000 | 8396000 *6.035.500 | BAIZ % 70255405
Zan miruman minum pegawal, "apat dan tamu Temanggung L /
15 Hagat - rasar hooréinas | Terselenggaranya koordmasidan Kah. 12 1% | bulan BS.000.000 | DaU 8860200 80.182.000 THAEAR 4F4. | OTEE % 83292 383
darn  sonsultas  Zelwar | konsultasi anatar APIP dan tugas Temanggung I !
Caerah | _pengawasan | |
t Bapat - regas koordinasi | Tersefenggaranya koordinas) iab. 12 12 tulan 3000000 | oAU 2600000 850000 520000 | 5474 % 4BEBS00 |
dan Eonsuitas Dalam | dengan SXPDfobyek pemeriksaan Temanggung i ' ‘
Oaerah di Kab. Termanggung | | | 4
11, lasa pelayanan Terselenggaranya Penyelesaian Kab, 12 12 | buen 13.200.000. | DAU 13.200.000 11.024.000 002000 | 9980 % 15972.000 |
) perkanloran o tugas diluar jam kantor Temangeung :
o, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur i
[ L Pengadaan Terlaksananya pengadaan Kab. 5 § | Paket | 100430000 | DAU 75300000 | 92063000 BAA4TE.000 | 9170 % G|
perlengkapan  gedung | perlengkapan gedung kantor Temanggung i
| kantar ;
| 2. | lasa Peratatan  dan | Terbaksananya Peralatan dan Kby, 3 i Paket 14000000 | DaW 8 500.000 13.175.000 11.927.000 | 9053 % I
- | Perlengkapan Kantor Perlenghapan gedung kantor Temanggung d
| 3| Pameliharaan Tersedianya kebutuhan Kab. 3 3 Paket 2500000 | DAL - 2.200.000 1.040.000 | 4727 % 4
rutin/berkala  peralatan | pemeliharaan gedung kantor Temanggung !
| pedung kantor J 4 !
| E. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur ' :
| Pengadaan Pakaian | Tersedianya pengadaan pakalan Kah. i patong - | DaU 8.000.000 - - - Jd
| Khusus hari-harn | khusus hari-harl tertentu Temanggung |
| lerienty .
F. | Program Peningkatan dan Penegeemeangan Pengelolaan Keuangan Daerah l
| 1 Penyusunan  Pelaporan | Tersedianya Pelaparan Keuangan Kaky, 12 12 bulan 12000000 | Dau - 12.000.000 12000000 | 100% -
|| Kewangan Akbic Tahun Akhir Tahun Temanggung . |
| || 1,807 830,000 1.219.404.000 1.159.491 500 1095845113 | 94,51 % 1776733186 ‘
N . Temanggung. 10 Juni 2016
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun
sebagai dokumen perencanaan kegiatan bidang pengawasan tahunan
berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar
serta pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan kerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Kerja ini berfungsi sebagai tolok
ukur yang mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi
organisasi, dengan menjabarkannya kedalam sasaran, program dan kegiatan.
Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan
séngat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat
dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan
sumberdaya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan,
sehingga  dapat mendukung  terwujudnya Pemerintahan  Kabupaten
Temanggung yang good governance, efektif efisien dan akuntabel. Selanjutnya
Inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan memberikan
pemahaman kepada masing-masing SKPD untuk menyelesaikan dan menindak
lanjuti hasil-hasil pengawasan.

Demikian Rencana Kerja Inspektoral Kabupaten Temanggung Tahun

2047 ini kami susun, semoga bermanfaat.

Temanggung, 10 Juni 2016

INSPEKTUR KABUPATEN
TEMANBGUNG

ir. 0K SUGIYARSO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195980913 198903 1002
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